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Abstract This study aims to find out and analyze the protection of human rights in cases of gender discrimination. 

This research is a normative legal research using a statue approach, conceptual approach, historical approach 

and case approach. This research is a research using primary, secondary and tertiary legal materials obtained 

using literature study techniques. The results of the study show that (1) the form of handling gender discrimination 

in Indonesia can be carried out by state institutions related to gender discrimination such as the Ministry of 

Women's Empowerment and Child Protection and the National Commission on Anti-Violence against Women. (2) 

There are several factors driving gender discrimination in Indonesia, including economic factors, cultural and 

social factors, legal factors and educational factors. 
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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hak asasi manusia 

dalam kasus diskriminasi gender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan 

historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang didapatkan dengan menggunakan 

teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan (1) bentuk penanganan diskriminasi gender di Indonesia dapat 

dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan diskriminasi gender seperti Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2) 

terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya diskriminasi gender di Indonesia antara lain, faktor ekonomi, faktor 

budaya dan sosial, faktor hukum dan faktor pendidikan. 

 

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, Diskriminasi Gender 

 

1. LATAR BELAKANG 

Negara yang memegang prinsip hukum adalah negara dimana semua perilaku dan 

tindakan warga negaranya diatur oleh perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah. 

Dalam konsep negara hukum, pemerintah memiliki tanggung  jawab untuk menjalankan 

perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari penyelenggaraan negara (Arifin 

F, 2019).   Untuk memastikan perlindungan  hak asasi manusia yang efektif, konstitusi negara 

harus mengatur hak-hak tersebut sehingga memberikan jaminan kepada warga negara. Sebagai 

negara hukum, negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak-hak warga negaranya 

secara adil dan tanpa pandang bulu, sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi dan hukum 

nasional. 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah serangkaian hak yang melekat pada setiap individu 

sejak lahir sebagai pemberian mutlak atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (Aprita S &  

Hasyim Y, 2020). Sebagai negara hukum, penting untuk menghormati dan melindungi hak-

https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.212
https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah
mailto:windandolu.19@gmail.com


 
 

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender 

208        MAHKAMAH - VOLUME. 1, NO. 4, OKTOBER 2024  
 

 

 

hak yang dimiliki warga negara dengan mengatur perlindungan HAM melalui perundang-

undangan. Ini merupakan kewajiban utama negara, terutama dalam negara hukum, dimana 

perlindungan hak dan pelaksanaan kewajiban tercantum secara jelas dalam konstitusi dan 

hukum nasional. Penetapan peraturan sesuai dengan hukum konstitusi dan nasional bertujuan 

untuk memastikan bahwa setiap hak warga negara terlindungi dan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan baik oleh pemerintah maupun  oleh sesama warga negara, sesuai 

dengan prinsip hukum yang mengikat semua  warga negara (Sumarso, 2020).  

Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa 

“setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat 

serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan 

dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di 

depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

manusia tanpa diskriminasi”. 

Rumusan Pasal tersebut secara garis besar bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak 

asasi manusia dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Selain itu, pasal ini juga 

menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi sebagai dasar yang 

harus dijunjung tinggi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta hak 

setiap individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi.  

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender di mana setiap individu, tanpa 

memandang jenis kelamin, berhak  mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang 

sama dalam segala aspek kehidupan (Rosyadah R & Rahayu, 2021). Salah satu permasalahan 

umum yang ada di Indonesia adalah maraknya kasus diskriminasi gender. Diskriminasi gender 

merujuk pada segala bentuk perlakuan berbeda, pengecualian, dan pembatasan yang dilakukan 

berdasarkan  jenis kelamin seseorang, dengan tujuan atau dampak untuk mengurangi atau 

mencabut pengakuan, keuntungan, atau hak asasi manusia dalam berbagai bidang seperti 

politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya (Sani R. R, 2022). Diskriminasi 

gender terhadap satu jenis kelamin tercermin dalam perlakuan yang tidak adil atau merugikan 

terhadap individu maupun kelompok individu tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan. 

Dalam budaya patriarki, masyarakat seringkali menganggap laki-laki lebih superior daripada 

perempuan, sehingga perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi yang merugikan 

(Riananda  M & Evendia M, 2021).  
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Salah satu contoh bentuk diskriminasi gender di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT) terdapat di Suku Atoni Meto yang memiliki tradisi adat dan budaya 

yang beragam dan masih dipegang teguh, salah satunya adalah tradisi yang menitik beratkan 

seksualitas sebagai sistem budaya, menjadi pemahaman regenerasi dan memiliki makna religi 

bagi masyarakat Atoni Meto. Tradisi ini adalah sunat tradisional (sifon) yang merupakan suatu 

fase peralihan dari remaja menuju laki-laki dewasa, namun sedikit berbeda dari sunat pada 

umumnya, sunat tradisional ini dilakukan oleh laki-laki dewasa masyarakat Atoni Meto yang 

berumur 18 hingga 20 tahun ke atas yang sudah pernah berhubungan seksual atau laki-laki 

yang sudah menikah dan memiliki istri (Lake P & Ratoebanjoe P, 2005). Sunat akan dilakukan 

oleh dukun sunat tradisional atau Ahelet dengan prosesi, aturan adat dan ritual yang tidak boleh 

terlewatkan dan menggunakan alat-alat Sunat akan dilakukan oleh dukun sunat tradisional atau 

Ahelet dengan prosesi, aturan adat dan ritual yang tidak boleh terlewatkan dan menggunakan 

alat-alat. Ritual sifon merupakan ritual hubungan seksual pasca sunat yang dilakukan laki-laki 

suku Atoni Meto dengan beberapa perempuan yang bukan pasangan atau kerabat yang menjadi 

medium sifon, dalam proses penyembuhan luka pasca sunat. Hubungan seksual ini tidak boleh 

dilakukan dengan pacar, tunangan atau istri, karena perempuan medium sifon akan menderita 

berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Selain kasus ini pada tahun 2019 

terjadi kasus diskriminasi gender di PT. Alpen Food Industry (AFI) atau Aice.  

Bentuk-bentuk diskriminasi gender tersebut tidak pernah diproses secara hukum karena 

tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi manusia. 

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, untuk kasus kekerasan perempuan 

di ranah publik, kasus tertinggi adalah siber sebanyak 869 kasus di Indonesia. Lalu, disusul 

kekerasan di tempat tinggal dengan 136 kasus, kekerasan di tempat kerja dengan 115 kasus, 

kekerasan di tempat umum dengan 101 kasus, kekerasan di tempat pendidikan dengan 37 

kasus, kekerasan di fasilitas medis dengan 6 kasus, kekerasan di tempat kerja luar negeri 

(pekerja migran) dengan 6 kasus, dan kekerasan lainnya dengan 6 kasus.  

HAM dalam kasus diskriminasi gender adalah suatu keharusan untuk memastikan 

setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, diperlakukan secara adil, setara, dan tanpa 

diskriminasi dalam semua aspek kehidupan. Perlindungan HAM memastikan bahwa setiap 

individu memiliki hak yang melekat pada mereka sebagai manusia. Dalam konteks 

diskriminasi gender, hal ini termasuk hak-hak seperti hak untuk bebas dari diskriminasi, hak 

untuk pendidikan, hak untuk pekerjaan yang adil, hak untuk kesehatan, dan hak untuk 

perlakuan yang setara di hadapan hukum (Destri N, 2011).  
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Analisis mengenai bentuk-bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam kasus 

diskriminasi gender sangat penting, hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem 

perlindungan HAM dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perlindungan terhadap 

individu yang rentan terhadap diskriminasi  gender. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hak Asasi Manusia 

dalam Kasus Diskriminasi Gender”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif. Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Aspek – aspek yang dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan hak asasi            

manusia dalam kasus diskriminasi gender dan faktor pendorong terjadinya kasus diskriminasi 

gender. Dalam penelitian hukum ini, tidak ada penggunaan data seperti dalam penelitian ilmiah 

lainnya. Sebagai gantinya, diperlukan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi 

pustaka. Bahan hukum yang telah terkumpul diolah dengan cara membedakan antara bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier (tahapan inventarisasi), melakukan seleksi bahan hukum 

(tahap identifikasi), melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum (tahapan 

klasifikasi), serta melakukan sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis bahan 

hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga memperoleh hasil penelitian 

yang sistematis dan secara logis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Dalam Kasus Diskriminasi Gender  

1. Pembentukan Regulasi dan Kebijakan Dalam Mencegah dan Menangani Kasus 

Diskriminasi Gender  

Berikut regulasi-regulasi sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menangani dan 

mencegah kasus diskriminasi gender : 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 

28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Republik Indonesia 
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memainkan peran penting dalam menangani kasus diskriminasi gender dengan memberikan 

landasan hukum untuk perlindungan dan kesetaraan gender. 

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu UU yang 

lahir di masa awal reformasi di masa Presiden BJ. Habibie. Setelah merdeka selama 44 tahun, 

Indonesia baru mempunyai undang-undang HAM pada tahun 1999. UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HAM telah mengatur beberapa substansi penting: (i) Asas- asas Dasar; (ii) Hak Asasi 

Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia; (iii) Kewajiban Dasar Manusia; (iv) Kewajiban dan 

Tanggung Jawab Pemerintah; (v) Pembatasan dan larangan; (vi) Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia; (vii) Partisipasi masyarakat; dan (viii) Pengadilan Hak Asasi Manusia (Hady & 

Nuriddin, 2021).  

3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

Pengadilan hak asasi manusia Indonesia kemudian diatur secara khusus dalam Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-undang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia). Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia berwenang untuk 

mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia setelah Undang-undang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia berlaku. Bagi pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum Undang-

undang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan, maka seperti yang diatur dalam Pasal 43, 

dilaksanakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia ad-hoc yang dibentuk dengan Keputusan 

Presiden berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merupakan pengecualian dari 

azas non-retroaktif, yakni seseorang tidak dapat diadili atas hukum yang berlaku surut (Osgar 

M, dkk, 2018).   

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai 

pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai 

jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak 

yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesaikan dengan kekeluargaan. 

Sebelum keluarnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. 

Kasus KDRT, sebelum keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat 

domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi 

keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus KDRT pun masih 

sedikit. Penegakan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, 

diantaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspektif 
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hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus 

dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT. 

1. Bentuk Penanganan Diskriminasi Gender di Indonesia 

Terdapat beberapa lembaga negara yang bertugas menangani diskriminasi gender di 

Indonesia meliputi:  

1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disingkat Kemen 

PPPA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang 

perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: 

a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan 

hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak; 

b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan 

gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan 

khusus anak; 

c) Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan 

perlindungan khusus anak; 

d) Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang 

memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; 

e) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang 

memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional; 

f) Pengelolaan data gender dan anak; 

g) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

h) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 

i) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 
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2) Komnas HAM Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia 

perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 

181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan 

Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, 

terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab 

negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. 

Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh 

perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di 

Indonesia. Tujuan Komnas HAM Perempuan adalah Mengembangkan kondisi yang 

kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan 

penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; Meningkatkan upaya 

pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan 

perlindungan hak-hak asasi perempuan. Selain itu Fungsi dan manfaat komnas HAM 

Perempuan antara lain: 

a)  Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta 

penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; 

b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang 

relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan; 

c) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian 

kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta 

penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-

langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; 

d) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan 

yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan 

dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya 

pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, 

serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan; 

e) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan 

upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan 

hak-hak asasi perempuan. 
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Dalam sistem hukum, terdapat 3 komponen yang saling melengkapi agar sebuah sistem 

dapat berfungsi secara maksimal. Lawrence W. Friedman menjelaskan terdapat 3 komponen 

yang mempengaruhi sistem hukum yaitu:  kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum 

(Krisnanto, Wahyu & Syaputri D.N, 2020). Kultur hukum biasanya merupakan berperilaku 

sosial masyarakat sebagai tanggapan terhadap hukum. Tanggapan masyarakat terhadap hukum 

di pengaruhi oleh sistem nilai, norma dan paradigma masyarakat. substansi hukum merupakan 

pengaturan secara tertulis maupun tidak tertulis yang di jadikan pedoman dalam penyelesaian 

dari pelanggaran hukum.  

Dalam hal ini dapat dilihat beberapa kelemahan tugas dan lembaga serta aparatur 

negara yang terjadi dalam menangani kasus diskriminasi gender: 

1) Ketidakadilan Hukum dan Kurangnya Perlindungan Hukum  

Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam menangani kasus kesetaraan gender adalah 

ketidakadilan hukum dan kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan. Meskipun banyak 

negara telah mengadopsi undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, 

implementasinya sering kali masih belum memadai. Beberapa isu yang muncul antara lain 

yaitu: pertama, kekerasan berbasis gender. Perempuan masih rentan terhadap berbagai bentuk 

kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, 

dan pemerkosaan. Meskipun ada undang-undang yang melarang tindakan tersebut, sering kali 

korban menghadapi tantangan dalam mengakses keadilan dan dukungan. Kedua, diskriminasi 

dalam bidang hukum. Terdapat perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam 

sistem hukum, termasuk dalam hal perceraian, pewarisan harta, dan akses ke keadilan. 

Perempuan sering menghadapi hambatan dalam mendapatkan keadilan yang adil dan 

perlindungan yang memadai. Ketiga, kurangnya perlindungan pekerjaan. Perempuan sering 

menghadapi diskriminasi di tempat kerja, termasuk dalam hal penggajian yang tidak adil, 

pelecehan seksual, dan pengabaian hak-hak pekerja. Perlindungan hukum yang kuat diperlukan 

untuk melindungi hak-hak perempuan di tempat kerja (Gill, Rosalind & Scharff. C, 2011). 

2) Kurangnya landasan hukum terhadap lembaga komnas HAM Perempuan 

Selama 17 tahun terakhir, Komnas Perempuan melakukan pencatatan kasus kekerasan 

terhadap perempuan, dan dari tahun ke tahun jumlah laporan kekerasan ini meningkat. Saat ini 

landasan hukum pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan keputusan presiden. Namun, 

disebabkan landasan hukumnya, sejauh ini posisi Komnas Perempuan masih berada di bawah 

badan eksekutif, ketimbang berdiri secara independen dan setara dengan badan eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. Posisi sub-ordinat Komnas Perempuan, merupakan pangkal dari 

lemahnya upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Oleh 
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karena itu diperlukannya penguatan landasan hukum Komnas Perempuan akan menguatkan 

posisi komisi ini dalam beberapa aspek seperti: Daya tawar lebih kuat dalam negosiasi 

perundang-undangan, Memandu pembuatan kebijakan publik soal Perempuan, Menyelidiki 

kasus kekerasan terhadap Perempuan. 

3) Kurangnya Kebijakan Publik yang Mendukung Kesetaraan Gender  

Untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan kebijakan publik yang kuat dan 

berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: pertama, penyusunan kebijakan 

yang inklusif. Membuat kebijakan yang secara khusus menangani isu-isu kesetaraan gender, 

seperti kebijakan penghapusan diskriminasi gender, penghapusan kesenjangan upah antara 

gender, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Kebijakan ini harus dirancang 

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan perspektif gender 

dalam pengambilan keputusan. Kedua, implementasi dan pemantauan kebijakan. Penting untuk 

memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan kesetaraan gender dan melakukan 

pemantauan secara berkala terhadap perkembangan dan dampak kebijakan tersebut. 

4) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Melalui Pendidikan dan Kampanye  

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender merupakan 

langkah penting dalam perubahan sosial. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: 

pertama, pendidikan yang inklusif. Mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender dalam 

kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memperkenalkan materi pendidikan yang mengajarkan tentang hak-hak perempuan, 

mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, dan menumbuhkan kesadaran tentang stereotipe gender 

yang merugikan. Kedua, kampanye publik. Mengadakan kampanye publik yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender. Kampanye ini 

dapat melibatkan berbagai media, seperti iklan, media sosial, acara publik, dan kampanye 

kesadaran gender di tempat kerja atau sekolah. Tujuan kampanye ini adalah untuk mengubah 

persepsi dan sikap masyarakat terhadap kesetaraan gender (Thébaud, S., & Halcomb, 2019). 

Faktor Pendorong Terjadinya Kasus Diskriminasi Gender 

1. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi terhadap diskriminasi gender lebih mengarah ke penghasilan. 

Permasalahan atau diskriminasi gender terjadi kala upah yang diberikan ke salah satu jenis 

kelamin berbeda dengan jenis kelamin lain. Berikut ini dapat dilihat beberapa cara faktor 

ekonomi dalam mempengaruhi diskriminasi gender: 
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1) Perbedaan Upah, dapat dilihat bahwa perbedaan upah menjadi salah satu bentuk 

diskriminasi gender yanang paling umum antara laki-laki dan Perempuan. Walaupun 

pekerjaan yang diberikan memiliki beban berat yang sama. Namun, Perempuan 

seringkali menerima upah yang lenih rendah daripada laki-laki. 

2) Akses untuk Mendapatkan Pekerjaan, perempuan seringkali menghadapi hambatan 

atau tantangan dalam mengankses pekerjaan tertentu, terutama untuk pekerjaan yang 

dianggap maskulin. Hal ini dapat membatasi peluang bagi perempuan untuk 

memperbaiki ekonomi perempuan, dan juga dapat memperkuat ketidalsetaraan gender.  

3) Stereotip Gender, penyebab terjadinya adalah pandangan terhadap suatu jenis kelamin 

terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan. Bukan hanya itu, penilaian status secara 

vertikal jenis kelamin juga terjadi dalam faktor ini. Pandangan ini pada akhirnya 

menyebabkan permasalahan ketika salah satu pihak dirugikan atau direndahkan. 

Terkait diskriminasi terhadap kaum Perempuan, perempuan yang dipandang lemah di 

masyarakat dianggap tidak kompeten dalam menjalankan pekerjaan berat.  

2. Faktor Budaya dan Sosial  

Budaya dan tradisi memiliki peran penting dalam memperkuat diskriminasi gender. 

Budaya dan tradisi seringkali menetapkan peran dan tanggung jawab yang berbeda untuk laki-

laki dan perempuan. Misalnya, persepsi bahwa laki-laki lebih cocok untuk pekerjaan yang 

memerlukan kekuatan fisik, sementara perempuan lebih cocok untuk pekerjaan yang berkaitan 

dengan perawatan dan pekerjaan rumah tangga. Kedua, norma dan nilai patriarki. Budaya yang 

didominasi oleh norma dan nilai-nilai patriarki memberikan kelebihan dan kekuasaan yang 

lebih besar kepada laki-laki, sementara perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang 

lebih rendah dan terpinggirkan.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi inklusi budaya dan tradisi yang memperkuat 

diskriminasi gender antara lain: pertama, peran gender yang ditetapkan secara stereotipikal. 

Praktik tradisional yang merugikan perempuan. Beberapa praktik tradisional, seperti 

pernikahan anak, mutilasi genital perempuan, atau pembatasan akses perempuan terhadap 

warisan, berkontribusi terhadap pembatasan kesempatan dan penindasan terhadap perempuan. 

3. Faktor Hukum 

Posisi perempuan di bidang hukum saat ini masih sangat lemah dan terdiskriminasi, 

terutama dalam kasus-kasus pemerkosaan, perzinaan, pelecehan seksual, kekerasan dan 

pekerjaan. Ketidakadilan gender dalam substansi hukum Tersebut juga didukung oleh 

permasalahan pada tingkat struktur hukumnya yang ditandai oleh masih rendahnya sensitivitas 

gender Di kalangan penegak hukum. 
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Struktur hukum yang terdapat dalam masyarakat masih ada yang belum Mendukung 

terwujudnya keserasian dan keadilan gender (Widanti, A, 2002). Keadaan ini antara lain 

ditandai oleh masih rendahnya Kesadaran gender di kalangan penegak hukum. Di samping Itu, 

jumlah penegak hukum yang menangani kasus-kasus Ketidakadilan bagi perempuan masih 

kurang dan mekanisme Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegak Hukum masih 

lemah. Sementara itu, budaya hukum dalam Masyarakat yang kurang menunjang terciptanya 

keadilan gender antara lain ditandai oleh masih rendahnya kesadaran Masyarakat tentang 

hukum (hak dan kewajiban), masih Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan 

sumber Daya hukum, ketidakoptimalan peran media massa dalam Mensosialisasikan produk 

hukum kepada masyarakat, dan  masih rendahnya peran organisasi-organisasi masyarakat 

Dalam pengawasan dan diseminasi hukum. 

4. Faktor Pendidikan  

Dalam pandangan masyarakat perempuan dianggap tidak terlalu penting dalam 

mengenyam pendidikan sehingga menjadi salah satu faktor kerugian yang dialami oleh 

perempuan. Perspektif tersebut tidak hanya merugikan kaum perempuan itu sendiri, tapi akan 

berdampak pada bidang pendidikan yang kualitasnya rendah (Dangol. R, dkk 2019). 

Berbagai pihak baik perempuan maupun anak-anak akan menanggung beban akan 

kesenjangan yang terjadi khususnya dibidang pendidikan, kaum perempuan dianggap harus 

mengalah bila dihadapkan kepada pilihan untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi. 

Kesenjangan tingkat pendidikan yang terjadi antara anak perempuan dan anak laki-laki 

merupakan fakta yang masih ada di sebagian daerah di Indonesia.  

Ketidaksetaraan gender khususnya dibidang pendidikan akan berdampak buruk 

terhadap kesejahteraan dan kesehatan baik bagi perempuan, laki- laki dan anak-anak. Serta 

berdampak pula terhadap kemampuan masyarakat tersebut dalam meningkatkan taraf 

kehidupan. Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan ini juga terkait kepada kurangnya 

produktivitas manusia, sehingga mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan jaminan 

kemajuan ekonomi. Yang terburuk adalah adanya ketidak setaraan gender ini mampu 

melemahkan pemerintahan suatu negara yang tentu akan berdampak pada gagalnya efektifitas 

kebijakan pembangunannya (Natasha & Harum, 2013). 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Pembentukan regulasi dalam mencegah dan menangani kasus diskriminasi gender 

termuat di dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 

28D ayat (1). UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam 

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3), sedangkan pembentukan kebijakan dalam 

mencegah dan menangani kasus diskriminasi gender termuat dalam UU No. 26 tahun 

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (2). 

Selain itu, bentuk penanganan diskriminasi gender di Indonesia dapat dilakukan oleh 

lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan diskriminasi gender seperti 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Nasional 

Anti Kekerasan terhadap Perempuan.  

2. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya diskriminasi gender di Indonesia antara 

lain, faktor ekonomi meliputi perbedaan penghasilan gaji atau upah antara laki-laki dan 

Perempuan, akses untuk mendapatkan pekerjaan, dan stereotip gender. Faktor budaya 

dan sosial meliputi masih kentalnya budaya patriarki dan budaya tradisi atau adat 

istiadat, ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan Perempuan. Faktor hukum 

meliputi kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya kepatuhan hukum. Faktor 

Pendidikan meliputi adanya suatu anggapan bahwa Perempuan adalah seorang yang 

mengurus rumah tangga sehingga tidak baik jika dibebankan oleh Pendidikan.  

Saran  

1. Untuk pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan perbaikan sistem hukum untuk 

menjamin keadilan dan perlindungan yang lebih baik dalam kasus diskriminasi gender. 

Fokus pada penguatan penegakan hukum dan penyelesaian kasus dengan adil serta 

mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang secara eksplisit menangani isu-

isu diskriminasi gender yang belum sepenuhnya diatur.  

2. Untuk pemerintahan pusat bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah yang 

ada juga diharapkan dapat melakukan kampanye kesadaran yang menargetkan berbagai 

kalangan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu 

diskriminasi gender. 
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